BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWEST TENGGARA

KEPUTUSANEEPALA BADANW PUSAT STATISTIE PEOVIMNGSISULAWESI
TENGGARA NOMOE : 01050047400 T ahun 2024

TEWNTATNG

STANDARPELAYANANSTATISTIK TERPADU
DI LINGEUNGANBADANPUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

EEPALA BADAWPUSAT STATISTIE PROVINGSISULAWESI TENGEAEA,

MEMNIMEATG @ a bahwa beberapa ketentuan mengenat standar pelayanan statistic di
lingkungan Badan Pusata Statistik sudah tidak sesual lagi dengan
perkembangan layanan statistile dan kebutuhan Masyaraloat,

k. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 TUndang-Undang Momor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penvelenggara pelavanan
public wajih menyusun dan menetapkan Standar Pelavanan dengan
memperhatikan kem ampuan penvelenggara, kebutuhan masvarakat,
dan kondis lingkungarn;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Eepala Badan
Puszat  Statistik Prowinst Sulawesi Tenggara tentang Standar
Pelayanan Statistile Terpadu di Linglungan Badan Pusat Statistik
Provinst Sulawest Tenggara;

MEMNGINGAT © 1. Undang-Undang Momer 16 Tahun 1397 tentang Statistik
(Lembaran Megara Fepublik Indonesia Tahun 1997 Momor 29,
Tambahan Lembaran MNegara Eepublik Indonesia Momor 2683);

2, Tndang-Undang MNomeor 43 Tahun 2007 tentang Perpustalcaan
(Lembaran MNegara Eepublik Indonesia Tahun 2007 MNomor 129,
Tambahan Lembaran MNegara Eepublik Indonesia Momor 47747,

2 Tndang-TUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang EKeterbulaan
Informasi Publik (Lembaran WNegara Eepublik Indonesia Tahun
2008 Momor 61, Tambahan Lembaran Megara Eepublik Indonesia
Homm or 43467,

4, Tndang-Undang Nemor 25 Tahun 20092 tentang Pelavanan Publik
(Lembaran MNegara Eepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran MNegara Eepublik Indonesia Momor S038);

5. Peraturan Pemerintah  MNomeor 51 Tshun 1989  tentang
Penvyelenggarasn Statistik (Lembaran Megara Eepublik Indonesia
Tahun 1999 Momor 26, Tambahan Lembaran MNegara Eepublik
Indenesia Momor 38547,

B, Peraturan FPemerintah Momor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Tndang-Tndang Momor 25 Tahun 2002 tentang Pelavanan Publik
(Lembaran MNegara Eepublik Indonesia Tahun 2012 MNomeor 2135,
Tambahan Lembaran MNegara Eepublik Indonesia Momor 5357



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3331);

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 139),

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 613),

11.Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyclenggara Pelayanan
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
877):

13.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
705);

14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan
Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1386);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

SULAWESI TENGGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN
STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

: Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan

Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

: Standar Pelayanan Standar Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Provinsi Sulawesi Tenggara scbagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas
dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat.



KETIGA

maupun aparat pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat
maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal, 5 Januari 2024




BABI
KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang
dimaksud dengan:

1.

10.

Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari
beberapa jenis pelayanan yang dilakukan sccara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit
kerja sebagai penanggungjawab.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu
vang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka menyediakan data dan kegiatan
statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan
teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang
perscorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai pencrima
manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban
dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.

Pelaksana Pelayanan Publik yang sclanjutnya discbut Pelaksana adalah pejabat, pegawai,
petugas. dan sctiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan
Publik vang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
Unit Kerja adalah kelompok substansi yang menyelenggarakan fungsi Diseminasi dan
Layanan Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang
tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat
Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penvelenggara Pelayanan Publik.

Evaluasi Kinerja Penyclenggaraan Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan
penilaian secara komprehensif penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas
seseorang atau sckelompok orang atau unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan
standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.



BAB II
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara ini

meliputi:

1.

G W

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
Pembinaan dan Pengawasan

Pengaduan Masyarakat;

Survei Kepuasan Masyarakat; dan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan.

BAB III
PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi

Sulawesi Tenggara merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat

Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi:

1.

2
3.
4

Standar Pelayanan Perpustakaan;

Standar Pelayanan Konsultasi Statistik;

Standar Pelayanan Penjualan Produk Statistik;
Standar Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara, paling sedikit memuat:

a.

Komponen Service Delivery terdiri atas:

1) Persyaratan;

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;

3) Jangka Waktu Pelayanan,

4) Biaya/Tarif;

5) Produk Pelayanan;

6) Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan.
Komponen Manufacturing terdiri atas:

1) Dasar hukum;

2) Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
3) Kompetensi Pelaksana;

4) Pengawasan Internal,

5) Jumlah Pelaksana;

6) Jaminan Pelayanan;



7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;

8) Ewvaluasi Kinerja Pelaksana.

Penentuan komponen biaya/tarif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh Unit Kerja yang
menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tenggara. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan
Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan Masyarakat,
dan kondisi lingkungan.

Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu didahului dengan penyiapan rancangan Standar
Pelayanan Statistik Terpadu oleh Unit Kerja. Penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik
Terpadu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Dalam menyusun Standar

Pelayanan Statistik Terpadu, Unit Kerja dapat membentuk Tim.

Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara
ditetapkan oleh Kepala Badan Pu.sat Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Standar Pelayanan
Statistik Terpadu Badan Pusat Provinsi Sulawesi Tenggara berikut:



STANDARPELAYANANPERPUSTAKAAN EPS PROVINSISULAWESI TENGGARA

1. Eomponen Service Delivery

Mo Eomponen TTratan
1. | FPersyaratan 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung

a) Pengguna layanan datang langsung ke unit
Pelayanan Statistik Terpadu EBPS  Prowvinst
culawesi Tenggara

by Pengguna layanan memilili kattu identitas
yvang masih berlaku (ETP, SIM, Paspor, dan
lain-lain)

c) Pengouna layanan memiliki alamat email yang
tasih aktf

d) Pengouna layanan mengizi bukn tamu elektronil

21 Layanan dengan cara Cwefine
al Pengouna layanan memiliki alamat email
vang masih aktf

by Pengguna lavanan memiliki akun pada
aplikasi pel ayanan

1. Layanan (fffine
2, Sistem,
Melcani sme,
dan Prozedur

. @ @
k A o Aes

Pengguna datang Pengguna menemui Pengguna memberikan
langsung ke PST lalu potugas frontline kartu identitas ke
mengambil nomor dilanjutkan mengisi petugas untuk
antrian buku tamu elektronik pengguraan loker
' i @' ! @r
T "
Pengguna mengambil Layanan selesai Pengguna mengakses
baramg di loker dan kartu diberikan &pengguna layanan perpustakaan
identitas dari petugas, memberikan penilaian torcotak atau digital

kemudian pulang
Bagan 1. Prozedur Pelavaan erpustakaan Eeterangan:

1. Penggunalayanan datang langsung ke unitPST BEPS
Prowinst Sulawest Tenggara, mengambil nomor
antrian dan menunggou antdan

2. Penggunalayanan menemui petugas froxntfizer unit PST
BEPS Provins Sulawest Tenggara.

3. Penggunalayanan mengisi buku tamu elektronile.

4 Penggunalayanan menyerahlan kartu 1dentitas ke
petugas froxfiner untuk menggunakan loker

5. Penggunalayanan menyitnpan tas padaloker

6. Penggunalayanan mengakse layanan perpustakaan
berikout:




Eomponen

Uratan

a. Layanan Perpustalcaan Tercetal

1. Pengouna layanan membaca pustaka kardeapy pada ruang
layatian perpustaliaan tercetal

2. Pengguna layanan bhisa memperoleh pustalka
saftropy menggunakan sarana scaxner pustaka

b. Layanan Perpustakaan Digital

1. Pengguna layanan membaca pustaka soficopy padd
aplikasi perpustakaan anlize

2. Pengouna layanan bisa mempercleh pustaka soffcopd
dengan cara mengis form permintaan dan menginm
publikasi soffcopy ke e-maai! pengguna pada aplikas
perpustalkaan COuline.

7. Pengguna layanan membenkan  penilatanfrating/
pengaduan terhadap kualitas pelavanan perpustalk aan

& Pengguna layanan mengambil tas pada loker kemudian
pulang.

2. Layanan (wfine
a1 Penggunalayanan mengakses aplikasi perpustakaan
Cladine.

t1 Pelayanan Data melalul e-mal

Borggguna mengakses Pargguna mencard Pengguna mambacs
portal layanan dan putkaka yang Ptk softeoay
resdabii K registrasi diBut ik kah
L)
L=
Purgauna meiederinan Penigguna bra
penialan dan solesl reEmEerokeh pLstaks
mengakues fayanan softocopy ber-winlermarnk
e U aan evirkadail el Ut

Bagan 2 Prosedur Pelavanan Perpustakaan dengan Cara
Cnline

[ eterangan:

a. Penggunalayanan mengakses layanan
perpustalaan melalul aplilcast pel ayvanan
{pstbps.goid)

b, Penggunalayanan melakukan registrasi

t. Penggunalayanan mencari/searching pustaka vang
dibutuhlean

. Penggunalayanan membaca pustaka saffcapy

e. Penggunalayanan bizamemperoleh pustalca
saffeapy ber-watermark melalui menu unduh

I Penggunalayanan membenlkan

pentlatanfrating/pengaduan terhadap kualitas

pelayanan perpustakaan
g. Penggunalayanan selesai mengakseslayanan
perpustalaan




No. Komponen Uraian
3. Jangka 1) Pengguna layanan Offline akan dilayanm maksimal 5
Waktu menit setelah mengisi buku tamu elektronik.
Pelayanan 2) Pengguna layanan Online dapat langsung mencari
koleksi perpustakaan secara mandiri setelah login pada
aplikasi perpustakaan Online.
4. Biava/Tanf Tidak berbayar
5 Produk Pelayanan | [ ayanan koleksi perpustakaan dalam media hardeopy dan
softcopy format pdf
6. Penanganan Pengaduan Langsung: Kotak saran dan pengaduan di
Pengaduan, perpustakaan
. Website : http://s.bps.go.id/saranpengaduan74
Masukan E- mail : sultrai@bps.go.id

Whatsapp : 081231007474
SP4N Lapor: www.lapor.go.id




3. Komponen Manufacturing

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3683),

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan ILembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4846),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

4, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200%tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 139);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

]

Reformasi Birokrast Republik Indonesia Nomor 15
Tahun2014 Tentang Pedoman Standar Pelavanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385),

9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).

Komputer
Meja
Kursi

2. Sarana dan Prasarana.
dan/atau Fasilitas

Scanner

Buku/pustaka hardcopy

File pustaka softcopy publikasi BPS (pdf)

Jaringan Intranet/Internet

Aplikasi pelayanan

Fasilitas khusus pengguna data disabilitas yaitu kursi roda.

Toilet khusus, parkir khusus dan jalur khusus pengguna kursi
roda

XD 00 Y B el ok el D e




No.

Komponen

Uraian

Kompetensi Pelaksana

Memahami peraturan perundang-undangan.

Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.

Menguasai prosedur pelayanan.

Memiliki kompetensi statistik sebagai statistisi ahli atau pranata
komputer ahli.

s e N

5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
8. Bersikap ramah dan sopan.
4 Pengawasan Internal Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan
publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
% Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan
7 Jaminan Keamanan
Dan Keselamatan
Pelayanan
8 Evaluasi Kinerja Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada
Pelaksana penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.




1. Kom

STANDARPELAYANAN K@ONSULTAM STATISTIK
BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

onen Service Delivery

Komponen

Uraian

Persyaratan

2

)

c)

d)

a)

b]
¢)

1) Layanan dengan cara kunjungan langsung

Penggunalayanan datang langsung ke
Perpustakaan BPS Provinst Sulawesi Tenggara
Penggunalayanan memiliki alamat e»mif yang
masth aknf.

Penggunalayanan mengisi buku tamu elektronik.
Penggunalayanan mengajukan permintaan layanan
konsuitasi statistik kepada petugas

2) Layanan dengan cara onfine

Penggunalayanan memiliki alam at emaif atau nomor
Whatsapp yang masih aknf

Penggunalayanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
Penggunalayanan mengajukan permintaan layanan
konsultast statistk melalui aplikasi pelayanan

Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

PST

1. Layanan dengan carakunjungan langsung

Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Stakstik melalu

Media Datang Langsung

_®e ©

Pongguna datang Pongguna layanan Pongguna laysnan hisa Layanan solesal

tangsung ke PST borkonsultas! dengan MeNQakses Jonis layanan diberikan dan pengguna
menemul frontfiney Islu  petugas untuk menerima 1ain Jika diperiukan memberikan penliaian
mengisl buku tamu Informasi 6eatistik tindsk Ranjut lalnaya
Keterangan:

1] Penggunalayanan datang langsung ke Perpustakaan
BPS Provinsi Sulawes: Tenggara.

2] Penggunalayanan menemw petugas frentfiner unit PST BPS
Provinsi Sulawesi Tenggara

3] Penggunalayanan mengisit buku tamu elektronik dan
mengambil nomor anwian.

4] Penggunalayanan melakukan konsultas
dengan petugas layanan

5] Penggunalayanan menenima informasi statisik
yang dikonsultasikan.

6] Jikapenggunalayanan perlu menindaklanjuti inform asi
tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan
lainnya, m aka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada

7] Penggunalayanan memberikan penilaianfrating/
pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi
statishk

8] Penggunalayanan selesat mengakseslayanan konsultasi
statish k




2. Lavanan dengan cara axline

O ©® = ©

m E
o |
Pongguna mengakses Jika informas tidak Petugas memberikan Layanan solesal
portal layanan lalu dipenaleh, pangguna bisa infarmasi kietika diberikan dan pengguna

melakukan registrasi dan  metakukan koasultasi monsultas! online dan memberikan penilaian

mencan bahan yang online atau mergajukan menutup chot apakbils

ingin dikensultasikan unjungan langeang atau tidak direipan selama 7T

raom meeling [rujuing hiari

Bagan 2 Prosedur Pelayanan Konsultas Statistik dengan
cara axline

Eeterangan:

1] Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi
statistik melalul aplikasi psthpsgoid, whatsapp
(OB123100°7474) atau emcd ] d17400(@bps goad

2] Penggunalayanan melakukan registrasi

3] Pengguna lavanan mencan/ssarching informast
tentang matent vang ingin dikonsultasikan

4] Jika informasi tidak dipercleh, maka pengguna
lavanan dapat membuat transaksi konsultas statistk

5] Jika ada konsultasi lanjutam, pengguna layanhan
menvampakan konsultasi melalut percakapan online
atau bisa juga melakukan konsultas lanjutan datang
langsung atau melalu zoom wesiing.

&) Petugasmemberikan inform ast berkattan dengan
maten yang dikonsultasikan pengguna lavanan

7] Petugas layanan menutup percakapan online jika
lavanan konsultasi telah selesa atau pengguna
layanan tidak merespon kembali selama 7 (tuuh)
hati.

8] Penggunalayanan memberikan
penilaanfrating/pengaduan terthadap
kualitas pelayanan konsultasi statistil

9] Penggunalayanan selesa mengakses layanan
konsultast statistik

Tanglca Walctu 1. Layanan dengan cara kunjungan langsung

Pelayanan Penggunalayanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit

sejak pengguna layanan pad aantrian sebelumnya selesal
2. Layanan dengan cara oxline
a. Penggunalayvanan akan dilayani maksimal 3 (tga) han kerja
b Eonsultast statistik alan ditutup ototnatis oleh aplikasi
pelayanan jikapengguna layanan tidak merespon kembali
selama 3 (tiga) han kerja
3. likapenggunalayanan memetlukan lavanan dengan cara
kunjungan langsung di luar jam kerja/ han kerja, akan tetap
dilavani dengan syarat membuat janj terl ebih dahulu minimal 1
jam { han sebelumnya




Biaya/Tarif Tidak berbayar

Produk Pelayanan Jasa konsultasi informasi statistik (data'metadata’klasifikasi statistik)

Penanganan Pengaduan Langsung: Kotak saran dan pengaduan di

Pengaduan, perpustakaan

Saran, Masukan Website : http://s.bps.co.id/saranpengaduan74 E-
mail : sultra@@bps.go.id

Whatsapp : 081231007474
SP4N Lapor: www.lapor.go.id




2. Komponen Manufacturing

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomeor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (LLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834),
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009tentang
Pelayanan Publik (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357),

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomeor 139)

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrast Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014
Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 613);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385);
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).

Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

BN W N

Komputer

Meja

Kursi

FPrinter

Jaringan Intranet/Internet

Mesin antrian

Aplikasi Silastik Online

Fasilitas khusus pengguna data disabilitas yaitu kursi roda.

Totlet khusus, parkir khusus dan jalur khusus pengguna kursi
roda




No. Komponen Uraian
3. | Kompetensi Pelaksana 1. Memahami peraturan perundang-undangan.
2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.
3. Menguasai prosedur pelayanan.
4. Memiliki kompetensi statistik sebagai statistisi ahli atau pranata
komputer ahli.
5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
8. Bersikap ramah dan sopan.
4 Pengawasan Intemnal Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan
publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5 Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan oleh petugas vang profesional sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) vang telah ditetapkan.
Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan
7 Jaminan Keamanan
Dan Keselamatan
Pelayanan
8 Evaluasi Kinerja Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada
Pelaksana penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap

tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.




L

STANDARPELAYANAN PENJUALAN PRODUK
STATISTIK BPS PROVINSI SULAWESI

TENGGARA
Komponen Service Delivery
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung

a)

c)
d]

¢

aj

b)

c)

¢

Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelavanan
Statistik  Terpadu (PST) BPS Provinsi Sulawest
Tenggara

Pengguna layanan memiliki alama email yang masih
aktif

Pengguna layanan mengisi buku tamu

Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan
penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau
peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk
statistik yaitu format, biaya dan media elektronik sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi

Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital
Wilayah kerja Statistik (wilkerstat), pengguna layanan
menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data
dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.

2) Layanan dengan cara online

Pengguna lavanan memiliki alamat email vang masih
aktif

Pengguna layanan memiliki NPWP vang masth aktif
bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
Pengguna lavanan mengajukan permintaan layanan
penjualan produk statistik (publikasi, data mikro
dan/atau peta digital wilkerstat) melalui aplikasi
pelayanan

Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk
statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai
dengna perkembangan tekonologi informasi.

Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital
wilkerstat, pengguna layanan menyetujui  dan
menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat
Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.
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Bagan 1. Prozedur Pelayanan Penjualan Produl

statistik dengan Cara Kunjungan Langsung

Eeterangan:

1

10

Lk

Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk
statistik dengan mengunpungi unit PST BPS Prowins
sulawest Tenggara

Pengounalayanan mengambil nomor antrian

Pengguna layanan menunggu waktu dilavani sesua
notnor antran

Pengounalayanan mengisi bulku tamu di fontfiner
Pengguna layanan menyampatkan permintaan
layananpenjal an produk statistik kepada petugas

Petugas menvampaikan ketentuan tentang Jemis dan Tarif
atas Jeniz Penerimaan IMegara Bukan Pajak (PINEF)
danfatau dolumen vang harus dipenuhi berkatan dengan
permintaan penggouna lay atan

Pengguna layanan menyvetuju ketentuan PNET danfatau
membenkan dolumen wang harus dipenuhi berkaitan
dengan permintaannya

Petugas memenksa kelengkapan dan kesesualan dokumen
yvang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
Petugas membuat dan membenkan invoice danfatau
contoh data milre serta dolumen perjanjian penggunaan
data mikro kepada pengguna layanan

Pengguna layanan melakukan pengecekan tethadap
irvoice data mikro, contoh data milro dan delumen
perjanjian penggunaan data mikro vang  dilihat, jika

terdapat ketdaksesuaian tmaka dapat mengaukan
permintaan perbaikan.
etugas memeriksa dan menindaklanjuti  permintaan




2

13

14.

15
16.

17

1=

15

20,

21

perbaikan invoice data mikre, contoh data mikro dan
dokumen perjanjian penggunaarn

Petugas menyiapkan produk statistik wang  diminta
pengguna layanan

Pengguna layanan melakukan psmbayaran menggunakan
kode Ailling sesuai invoice

Pengguna layanan menandatangani kemudian
memberikan dokumesn perjanjian penggunaan data mikro
kepada petugas

Pengguna layanan menyetorkan bukti

pembayaran non tunai kepada petugas pada pembayaran
nentunai, Bendahara membuat dan memberikan kuitansi
pembelian produk statistik kepada pelayanan.

Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada
pelugas

Fengguna layanan melakukan pengscekan terhadap
kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat
ketidaksesunian maka dapal mengajukan permintaan
perbaikan kepada petugas

Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan
perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan
kepada pengguna layanan

Pengguna layanan memberikan
penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelavanan
penjualan produk statistik

Pengguna layanan selesal mengaksss layanan penjualan
produk statistik

2] Lavanan dengan cara online

Bagan 2. Prosedur Pelayanan Penjuala Produk Statistik
dengan (Zara Online




Keterangan:

1. Pengguna lavanan mengakses layanan penjualan
produk statistik melalui whatsapp layanan, email
layvanan dan aplikasi silastik (silastik.bps.go.1d)

2. Pengguna layanan melakukan registrasi

3. Pengguna layanan membaca ketentuan tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan/atau dokumen vyang harus dipenuhi
berkaitan dengan permintaan pengguna layanan

4, Pengguna lavanan memilih produk statistik vang akan

diminta

Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau

peta digital wilkerstat, pengguna layana mengisi

abstraksi pengguna data dan Surat Perjanjian

Penggunaan Data

6. Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau
peta digital wilkerstat, petugas memverifikasi
kesesuaian isian abstraksi dengan permintaan
pengguna layanan

7. Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih
pengguna layanan

8. Petugas membuat dan mengirimkan invoice
dan/atau contoh data untuk data mikro serta
dokumen perjanjian penggunan data mikro
dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna
layanan

9. Pengguna layvanan melakukan pengecekkan
terhadap:

a. [nvoice

b. Contoh data dan dokumen perjanjian
penggunaan data vang diterima untuk layanan
penjualan data mikro

Dokumen perjanjian pengguna data yang

diterima untuk layanan penjualan untuk

layanan penjualan peta digital wilkerstat

10, Petugas  memeriksa  dan  menindaklanjuti
permintaan perbaikan serta memberikan hasil
pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan

11, Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai
invoice melalui:

a. Kode billing, bila berdomisili di dalam negeri

b. Transfer wvia bank ke rekening bendahara
penerimaan BPS, kemudian mengirimkan
bukti pembayaran melalu aplikasi pelayanan,
bila berdomisili di luar negeri

12, Pengguna layanan menandatangani kemudian:

a. Mengunggah dokumen perjanjian penggunaan
data melalui  aplikasi  pelavanan  bila
menggunakan dokumen elektronik

3

&




Catatan:
I
2. Biaya pengiriman hardcopy Kuitansi dan publikasi tercetak

b. Mengirimkan dokumen perjanjian penggunaan data
ke alamat: JI. Boulevard No. 1 Kendari Sulawesi
Tenggara bila menggunakan dokumen tercetak.

13. Bendahara melakukan verifikasi bukti pembayaran

yang diterima dari pengguna layanan yang berdomisili
di luar negeri

14. Bendahara membuat dan mengirimkan kuitansi
pembelian produk statistik kepada pengguna layanan
melalui aplikasi pelayanan

15. Petugas mengirimkan produk statistik  kepada
pengguna layanan, selanjutnya pengguna layanan
dapat mengunduh kuitansi dan produk statistik melalui
aplikasi pelayanan

16. Pengguna layanan melakukan pengecckkan terhadap
kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika
terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan
permintaan perbaikan melalui aplikasi pelayanan

17. Petugas memeriksa dan menindkalanjuti permintaan
perbaikan serta mengirimkan hasil
pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan

18. Pengguna layanan selesai mengakses layanan dan
memberikan  penilaian/rating  terhadap  kualitas
pelayanan penjualan produk statistik

Invoice berlaku sampai dengan 1 bulan setelah dibuat

ditanggung oleh pengguna layanan, kecuali untuk
pengiriman perbaikan

Jangka Waktu
Pelayanan

Layanan dengan cara kunjungan
langsung Pengguna layanan akan
dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit.
Jangka waktu penyelesaian pelayanan

maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
Layanan dengan cara online

Pengguna layvanan akan dilayani maksimal 7 (tujuh) har
kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanar
lengkap
Jika pengguna layanan memerlukan layanan dengan car
kunjungan langsung diluar jam kerja’hari kerja, akan tetay
dilavani dengan syarat membuat janji terlebih dahuly
minimal 1 jam/hari sebelumnya

Biaya/Tarif

2. Tidak berbayar untuk layanan data mikro

1. Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Badan Pusat Statistik. Untuk peraturan dapat dilihat
pada link berikut http://s.bps.go.id/ppno720135

berdasarkan Peraturan BPS No. 2 Tahun 2019.

Untuk Peraturan dapat diakses pada link
berikut: http://s.bps.go.id/ppno720135




Produk Pelavanan

1) Layanan dengan cara kunjungan langsung
a) Publikasi dalam format Hardcopy dan/atau softcopy
b) Data mikro lengkap/fullset atau
sebagian/sesuai variabel yvang dipilih
¢) Peta digital wilayah kerja statistik
2) Layanan dengan cara online
a) Publikasi dalam format soficopy
Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel
yang dipilih
b) ¢) Petadigital wilayah kerja statistik

Penanganan
Pengaduan,
Saran,
Masukan

Pengaduan Langsung: Kotak saran dan pengaduan di
perpustakaan
Website : http://s.bps.go.id/saranpengaduan74

E-mail :sultrai@bps.eo.id
Whatsapp : 081231007474

SP4N Lapor: www.lapor.go.id




2. Komponen Manufacturing

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang
Pelayvanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis
Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Badan Pusat Statistik:

7. Peraturan Presiden Nomeor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 139);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Kepala Badan pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008
tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pusat Statistik dengan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Nerga Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 107)




Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

Komputer
Meja

O R O

Kursi

Printer

Jaringan Intranet/Internet

Mesin antrian

Kuitansi Pre-Numbered

Pembayaran non tunai

Compact Disk (CD)

10. Aplikasi pelayanan

11. Fasilitas khusus pengguna data disabilitas yaitu kursi roda.
12. Toilet khusus, parkir khusus dan jalur khusus pengguna kursi
roda

heicln EcL i

Kompetensi Pelaksana Memahami peraturan perundang-undangan.

Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.

Menguasai prosedur pelayanan.

Memiliki kompetensi statistik sebagai statistisi ahli atau pranata
komputer ahli.

5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.

6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.

7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan

8. Bersikap ramah dan sopan.

by =

B oo

Pengawasan Internal Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan
publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.

Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.

Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan
Jaminan Keamanan Dan

Keselamatan Pelayanan

Evaluasi Kinerja Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
Pulsls: kepada penanggung jawab pelayanan sccara berkala setiap bulan
= dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.




1.

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK
BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Komponen Service Delivery

No.

Komponen

Urailan

Persyaratan

1y

Layanan dengan cara kunjungan langsung

A,

€.

a.

Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan
Statistik  Terpadu (PST) BPS Provinsi Sulawesi
Tenggara

Pengguna layanan memiliki kartu identitias yang masih
berlaku (KTP, SIM, Paspor dan lain-lain)

Pengguna layanan memiliki alamat email yvang masih
aktif

Pengguna layanan mengisi buku tamu

Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan
rekomendasi statistik kepada petugas

Pengguna layanan menyiapkan dokumen formulir
Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam
format hardcopy atau softcopy.

2. Layanan dengan cara online

Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih
aktif

Pengguna lavanan memiliki akun pada aplikasi
pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi)

Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan
rekomendasi  kegiatan  statistik  melalui  aplikasi
pelayanan (pst.bps.go.id) menu Rekomendasi)
Pengguna layanan menyiapkan dokumen formulir
permintaan rekoemndasi kegiatan statistik dalam format

softcopy




Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur
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Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan
Statistik dengan cara kunjungan langsung

Keterangan:
1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi
kegiatna statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
Provinsi Sulwesi Tenggara

19

Pengguna layanan mengisi buku tamu

3. Pengguna lavanan mengambil nomor antrian

4. Pengguna layana menunggu waktu dilayani sesuai nomor
antrian

5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan
rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas

6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi
kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy
yang perlu diisi oleh pengguna layanan

7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen
formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam
format hardcopy atau softcopy vang ditujukan kepada:
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
JI. Boulevard No. 1 Kendari Sulawesi Tenggara;
Telp:0401-3135363; Fax:0401-3122355; e-Mail:
bps7400(@bps.go.id

8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada

aplikasi pelayanan

9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir
hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga
rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas

10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan
kegiatan statistik untuk dilaksanakan

11.Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan

surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk
dilaksanakan

12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan
statistik kepada pengguna layanan

13.Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap
kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik

14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan
rekomendasi kegiatan statistik
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Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan
Statistik dengan Cara Online

1. Penggunalayanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan
statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu
rekomendasi)

2. Penggunalayanan melakukan registrasi

3. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang
kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS
sebagai referensi bagi kegaitan statisik yang akan dilalulkan

4. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan
rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan
{pst.bps.go.id menu rekoemndasi)

5. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil
perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan
kegiatan statistik lengkap dan jelas

6. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan
statistik untuk dilaksanakan

7. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan surat
rekomendasi kelayakan kegiatan staitsik untuk dilaksanakan

8. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik
kepada pengguna layanan

9. Penggunalayanan memberikan penilaian/rating terhadap
kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik

10. Pengguna layanan sel esai mengakses layanan rekomendasi
kegiatan statistik




Jangka 1. Pengguna layanan akan menerima email notifikasi
Waktu tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan
Pelayanan rekoemndasi ekgaitan statistik maksimal 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut
terekam lengkap di apliaksi pelayanan
2. Jika pengguna layanan memerlukan layanan dengan
cara kunjungan langsung di luar jam kerja‘hari kerja,
akan tetap dilayani dengan syarat membuat janji
terlebih dahulu minimal 1 jam/hari sebelumnya.
Biaya/Tarif Tidak berbayar
1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan
Produk rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan
Pelayanan statistik;
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik
Penanganan Pengaduan Langsung: Rotak saran dan pengaduan di
Pengaduan, perpustakaan
Saran, Website : http://s.bps.go.id/saranpengaduan74
Masukan E-mail :sultrai@bps.go.id

Whatsapp : 081231007474
SPAN Lapor: www.lapor.go.id




2. Komponen Manufacturing

No. Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomeor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683):

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang

tad

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 139),

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelavanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1585);

9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor § Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).




Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

Komputer
Meja
Kursi
Printer
Jaringan Intranet/Internet
Mesin antrian
Scanner
Formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik
Aplikasi pelayanan
. Fasilitas khusus pengguna data disabilitas yaitu kursi roda.

Toilet khusus, parkir khusus dan jalur khusus pengguna kursi
roda

o=l B I o

—
=

Kompetensi Pelaksana

Memahami peraturan perundang-undangan.
Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.
Menguasai prosedur pelayanan.

ol U O

Memiliki kompetensi statistik sebagai statistisi ahli atau pranata
komputer ahli.

5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.

6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.

7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan

11. Bersikap ramah dan sopan.

Pengawasan Internal

Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan
publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.

Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) vang telah ditetapkan.

Jaminan Keamanan Dan
Keselamatan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada

penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap
tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.




Standar Pelayanan Statistik Terpadu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan
kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang telah ditetapkan, BPS Provinsi
Sulawesi Tenggara telah menectapkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA KAMI
TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
BERLAKU.

Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan. Unit kerja
dan masyarakat wajib menggunakan Standar Pelayanan Terpadu sebagar tolak ukur dan acuan

penilaian kualitas penyelenggaraan pelayvanan.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Unit Kerja wajib melakukan evaluasi Standara Pelayanan
secara berkala setia 1 (satu) tahun. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar oleh Unit Kerja untuk

meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.
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